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               ABSTRAK 

 
 

 

Mei Lissa Rahmawati. 2021. Analis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Program Studi: Diploma III 

Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Ida Farida, SE, M.Si, 

Pembimbing II: Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT. 

 
Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan untuk mengatur segala keuangan 

desa sebagai pemenuh kebutuhan operasional desa. Pengelolaan keuangan yang baik 

yaitu yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan 

dari peneliti ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa pada 

pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban 

laporan keuangannya berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari 

sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan cukup baik, tetapi 

masih ada beberapa  yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan 

desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Dikarenakan keterlambatan Pelaporan pengelolaan keuangannya. 

 
 

 

Kata Kunci : pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa, PERMENDAGRI 

Nomor 113 Tahun 2014 
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          ABSTRAK 
 
 
 

 

RAHMAWATI, LISSA MEI 2021. Village Financial Management Analyst Based on 

the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 in the Bandasari Village 

Government, Dukuhturi District,Tegl Regency. Study Program: Accounting Degree. 

Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Ida Farida, SE, M.Si, Co-Advisor : Hikmatul 

Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT. 

 
Village financial management is an activity to regulate all village finances to 

fulfil village operational needs. Good financial management is guided by applicable 

laws and regulations. The purpose of this study was to determine the process of 

managing village finances in the Bandasari Village administration, Dukuhturi District, 

Tegal Regency in Planning, Implementation, Administration, Reporting, and 

Accountability of its financial statements based on PERMENDAGRI Number 113 of 

2014. The used data collection were observations, interviews and documentation 

studies. The data was analyzed. The results showe that the village financial 

management in the Bandasari Village government had used the Village Financial 

System (SISKEUDES) and was quite good, but there were still several factors that 

caused discrepancies in village financial management based on PERMENDAGRI 

Number 113 of 2014 concerning Village Financal Management. Due to delays in 

financial management reporting. 

 
 

 

Keywords : village financial management, village government, PERMENDAGRI 

Number 113 of 2014 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 

Kelangsungan hidup dan perkembangan kepemerintahan faktor utama yang 

harus diwujudkan bagi setiap Instansi pemerintahan. Segala aktifitas yang dilakukan 

untuk mencapainya harus didukung oleh kondisi manajemen yang baik sebagai 

pengelola. Selain dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen juga 

dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan 

kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam organisasi. Keterlibatan antar sesama karyawan atau pegawai juga sangat 

dibutuhkan untuk melancarkan segala prosesnya. Sehingga diharapkan dapat 

menompang visi serta misi dari suatu instansi yang terkait. 

 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014[1]. Desa dan 

desa adat atau disebut juga dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa sebagai suatu gejala 

yang bersifat universal terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, 

yang terikat pada lokalitas tertentu yang baik sebagai tempat tinggal ( secara menetap) 

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor 

Perdagangan dan jasa. 

 
Akuntansi Sektor Publik (ASP) terdapat beberapa macam tugas dan fungsi, salah 

satunya peran dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan tata kelola 

1 



 

 

2 
 
 

 

pemerintahan yang baik, sebuah instansi pemerintah harus menjalankan tugasnya 

dengan baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Akuntansi 

pemerintahan memegang prinsip akuntabilitas, transparasi dan partisipasi serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan publik. 

Bukan hanya sebagai bentuk dari pemerintaha pusat, namun juga daerah seperti desa. 

Pemerintah dea sebagai mitra antara masyarakat denga pemerintaan diatasnya. 

 
Pengendalian keuangan harus dilakukan oleh masing-masing instansi 

pemerintahan terkait, tata kelola yang baik dimulai dari pejabat secara struktual 

dengan anggota yang kompeten hingga masalah pengelolaan keuangan dari berbagai 

sumber. salah satu aspek yang angat penting untuk diperhatikan yaitu masalah 

tentang pengelolaan keuangan daerah atau yang lebih dikenal dengan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pelaksanaan pengelolaan keuangan harus 

dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku agar dapat tercapainya Pemerintahan 

yang baik. Sehingga laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan dari 

berbagai aspek dan berbagai belah pihak. Seperti halnya desa, desa sebagai pelaksana 

otonomi daerah harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat tercapai dalam asas-asas pengelolaan 

keuangan desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1[1] . Selain 

akuntabilitas, transparasi dan partisipatif sera dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran desa juga berpedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban dalam setiap laporannya baik dalam laporan 

keuangan maupun yang lainnya. 
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Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam memahami pengelolaan 

keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal salah satu faktor yang menghambat proses perencanaan hingga 

pertanggungjawaban tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diperlukan 

pelatihan serta kualitas yang memadai untuk dapat menjalankan proses tersebut 

hingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik. Selain pelatihan dan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, diperlukan juga disiplin ilmu 

dan disiplin anggaran untuk dapat bersinegri dengan masyrakat serta pemerintahan 

yang lainnya agar pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Bandasari 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

 
Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan uraian latar belakang pernyataan diatas maka rumusan masalah ini 

adalah, apakah proses pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 

 
113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban laporan Keuangannya? 



 

 

4 
 
 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa 

pada pemerintahan Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban laporan Keuangannya berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

 

Manfaat penelitian yaitu : 
 
 

1. Bagi Penulis 
 
 

Dapat digunakan sebagai proses pembelajaran yang memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan serta meyelaraskan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan 

kenyataan di lapangan sehingga mengetahui proses pengelolaan keuangan di desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal berdasrkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 

 
2. Bagi Desa Bandasari 

 
Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Bandasari agar 

sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 

 
 

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama 
 

Dapat digunakan sebagai media belajar untuk mahasiswa dengan study kasus 

dalam akuntansi pemerintahan dimana desa sebagai pelaksana Otonomi daerah 
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1.5 Batasan Masalah 
 
 

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu : 
 
 

1. Penelitian ini dibatasi pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

 
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini tentang Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari 

tahun 2020 

 
 
 

1.6 Kerangka Berpikir 
 
 

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasaskan akuntabel, transparasi, 

partisipatif , serta tertib dan disiplin anggaran dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, palporan dan pertanggungjawaban laporan 

keuangannya. Inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar merumuskan 

strategi yang tepat dalam upaya memecahkan masalah yang ada. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan 

menggunakan kerangka berfikir penelitian sebagai beikut: 
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Permasalahan : 

Kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam 

Memahami Pengelolaan 

keuangan Desa 

merupakan Faktor yang 

menghambat proses 

perencanaan,pelaksanaan, 

penatausahaan,pelaporan, 

dan pertanggungjawaban 

tidak dapat terlaksana 

dengan Baik. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Strategi Pemecahan  
Masalah : 

 
Mewujudkan  
pemerintahan yang baik  
berdasarkan  
PERMENDAGRI No 113  
Tahun 2014 Berdasarkan  
5 pedoman dan 4 asas  
dalam Pengelolaan  
keuangan Desa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umpan balik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.6 Kerangka Berfikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumusan Masalah : 
 
Apakah proses 
pengelolaan keuangan 
desa pada  
pemerintahan desa 
Bandasari kecamatan 
Dukuhturi 
kabupatenTegal sudah 
sesuai 
 
Dengan 
PERMENDAGRI  
nomor 113 tahun  
2014? 
 
 
 
 

Analisis Data : 
 
Deskriptif kualitatif 
dengan metode 
komporatif 
 
 
 

 

Kesimpulan : 
 
Pengelolaan keuangan  
desa bandasari yang  
meliputi Perencanaan,  
Pelaksanaan,  
Penatausahaaan,  
Pelaporan dan  
Pertnggungjawaban  
laporan keuangannya  
sudah sesuai dengan  
aturan  
PERMENDGARI No  
113 Tahun 2014 
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1.7. Sistematika Penulisan 
 
 

Dalam penulisan tugas akhir ini , dibuat sistematika penulisan agar mudah 

untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca 

mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ni adalah sebagai 

berikut : 

 
1. Bagian awal 

 
 
 
 

Bagian awal berisis halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman Pernyataan keasliaan Tugas Akhir ( TA ), halaman pernyataan 

persetujuan publikasi karya ilmiah Untuk kepentingan akademis, halaman 

persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/Abstrak, daftarisi, daftar 

tabel,dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan 

pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat. 

 
 

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu : 
 
 
 
 
 

BAB I  PENDAHULUAN 
 

 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, Manfaat penelitian, batasan masalah, 

kerangka berfikir dan sistematika penulisan. 
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BAB II 

 
 
 
 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB III 

 

 

Pada bab ini memuat tentang 

pemerintahan, Tata Kelola Keuangan 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

METODE PENELITIAN 

 

 

pengertian   Akuntansi 

Desa  serta  Anggaran 

 
Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian ( tempat dan alamat 

penelitian) ,waktu Penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan 

sumber data penelitian , dan Metode analisis data. 

 
BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat 

instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang/job description, laporan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 
BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, 

serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi 

Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
 

 

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan 

penelitian lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara 

lengkap. 

 

 

3. Bagian Akhir LAMPIRAN 
 

Lampiran berisi tentang informasi tambahan yang mendukung kelengkapan 

laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari 

Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain 

yang diperlukan. 



 

 

 

     BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 

2.1 Definisi Akuntansi 

 

American Accounting Association dalam Mamuaya, dkk (2017)[2], 

memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, 

dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut. 

 

Sedangkan , Menurut Rudianto (2012)[3] , mendefiniskan akuntanasi 

adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu 

perusahaan. Dalam akuntanasi, terdapat berbagai macam bidang tersendiri yang 

meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas 

suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi 

dasar pengembalian keputusan bagi pihak-pihak yang berkepntingan. 

 
Dari pengertian akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

akuntansi meliputi : 

 
a. Pencatatan (Recording) 

 
Pencatatan merupakan kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi 

keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen (bukti transaksi), buku 

harian (jurnal) yang tersedia pada perusahaan dengan tepat dan berurutan. 

 
Contoh : Transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam bukti transaksi 

(nota kontan). 
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b. Penggolongan (Classifying) 
 

Penggolongan merupakan kegiatan menggolongkan transaksi keuangan yang 

terjadi dalam suatu perusahaan ke dalam perkiraan buku besar. 

 
Contoh: Transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal pengeluaran 

kas. Kemudian digolongkan ke perkiraan buku besar kas. 

 
c. Peringkasan (Sumarizing) 

 
Peringkasan merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah 

digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besar tersebut ke dalam neraca 

saldo. 
 

d. Pelaporan (Presenting) 
 

Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan. Laporan 

keuangan terdiri dari laporan laba / rugi, laporan perubahan modal(ekuitas) 

atau laporan laba yang ditahan (PT) dan neraca. 

 

2.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik 
 

 

Menurut Amirullah, dkk. (2016)[4] , menjelaskan bahwa akuntansi sektor 

publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi 

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna 

pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang 

berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 
 

Menurut Mardiasmo (2002)[5], menjelaskan bahwa kegiatan akuntansi sektor 

publik atau nama lain dari akuntansi pemerintahan adalah praktik akuntani yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik 
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negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan 

dengan pada masa-masa sebelumnya. Akuntansi sektor publik atau juga yang 

lebih dikenal sebagai 

 
akuntansi pemerintahan juga berperan penting dalam menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah 

laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta 

terwujudnya berbagai macam asas dalam proses hingga pelaporannya. 

 

2.3 Definisi Desa 
 
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

BAB 1 Pasal 1[6], menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang dikaui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia[7] , desa adalah sekelompok rumah diluar kota yang merupakan 

kesatuan, kampung diluar kota, dusun. 
 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah 

sekelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah dan tempat tinggal 

untuk menjelaskan segala urusan masing-masing termasuk untuk menjalnkan 

kepemerintahannya sesuai dengan jabatan masing-masing bersama semi 

kemajuan dan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat yang mendiami suatu 

lingkungan tersebut. 
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2.4  Definisi Keuangan Desa 

 

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1[1], 

menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

 
Dapat disimpulkan bahwa keuangan desa dalah segala hak dan kewajiban 

untuk penyelenggaran pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, 

yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umunya berasal dari 

Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil BUMDes yang 

semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). 

 

2.5 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa 
 
 

Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1[1], 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan 

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelakanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. 

 
Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh jajaran 

pelaksana yang terdiri dari keseluruhan Perangkat Desa, seperti yang tentang 

dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 BAB 111 Pasal 4[1] , bahwa 

Tim Pengelolaan Keuangan Desa merupakan : 

1) Kepala Desa, 
 

2) Sekretaris Desa, 
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3) Bendahara Desa, 
 

4) Kepala Seksi 
 

Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu memperhatikan 

peraturan yang berlaku serta norma dan asasnya. Agar dapat terwujudnya 

pemerintahan yang baik dan diharpkan dapat memberikan laporan keuangan 

yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai pihak. Berdasrkan 

pengertian diatas, dapat digambarkan siklus pengelolaan keuangan desa 

sebagai berikut : 

 
 
 

1. PERENCANAAN  
 
 
 
 
 

3. PERTANGGUNGJAWABAN 
 
 
 
 

5. PELAPORAN      

 
 
 

 
2. PELAKSANAAN 
 
 
 
 

 
4. PENATAUSAHAAN  

 

Gambar 2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 
 
 
 
 

2.5.1 Pengertian Perencanaan Keuangan Desa 
 

Menurut Haryanto dalam Walukow, dkk. (2017)[8], istilah perencanaan 

pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar 

dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi , perencanaan diartikan 

berbeda-beda dalam berbagai literature yang berbeda. 

 
Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk 

memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa 
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yang akan dating, Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah 

terusannya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun 

APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Dengan 

demikian dapat digambarkan bahwa perencanaan keuangan desa sebagai 

berikut : 

 
 

RPJMDes & RKPDes 
 
APBDes 

 
 

 

Gambar 2.5.1 Perencanaan Keuangan Desa 
 
 
 
 

2.5.2 Pengertian Pelaksanaan Keuangan Desa 
 

 

Menurut Amalia dan Nadirsyah (2017)[9], menjelaskan bahwa 

pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan danpengeluaran desa yang 

diaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti 

pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain. 

 

Menurut Linda Widowati dan Slamet Santoso (2016)[10], Pemerintah 

desa melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dana Desa dibidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa. Dengan demikian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
 
 

APBDes 

 
APBDes 

 
APBDes 

 
 

           Gambar 2.5.2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa 
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2.5.3 Pengertian Penatausahaan Keuangan Desa 
 

 

Menurut Mamuaya (2017)[2], Penatausahaan keuangan desa ialah 

kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas 

pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. 

Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas 

umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. 

 
Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 35 dan 36[1]. Yaitu sebagai berikut ini 

 
a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

 
b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban 

 
d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala 

desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 
2.5.4 Pengertian Pelaporan Keuangan Desa 

 

 

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa 

kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses 

pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan 

secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan 
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yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Pelaporan Keuangan Desa 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37[1], yaitu : 

 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada Bupati/Walikota , Berupa : 

 
a. Laporan Semester Pertama 

 
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. 

Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan 

pada akhir bulan juli tahun berjalan. 
 

b. Laporan Semester Akhir Tahun 
 

Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester 

akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada 

akhir bulan januari tahun berikutnya. 

 
2.5.5 Pengertian Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

 
Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam 

tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan 

pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dialporkan oleh 

Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu : Bupati/Walikota. Serta 

laporan realisasi dan laporan secara tertulis maupun lewat media informasi 

yang mudah diakses masyarakat. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014[1], juga 

menjelaskan keseluruhan tata kelola keuangan yang baik agar dapat 

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran dalam pengelolaan 

keuangan public dapat diuraikan sebagai berikut. 

 
a. Transaparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan dapat mengakses seluruh informasi tentang keuangan 

desa. 

 
b. Akuntabel yaitu segala kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan 

atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan sebagai pemerintahan 

yang baik. 

 
c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam segala aspek. Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan 

desa melalui perwakilannya. 

 
d. Tertib dan Disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara 

konsisten dengan pencatatan atas segala penggunaanya disesuaikan 

berdasarkan prinspi akuntansi pemerintahan yang berlaku. 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38[1], telah mengatur tahap 

pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut : 

 
1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

 
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari 

pendapatan , belanja, dan pembiayaan. 
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3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan 

dengan peraturan desa. 

 
4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes, dilampiri : 

 
a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Tahun Anggaran berkenaan. 

 
b) Format Laporan Kekayaaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan. 

 
c) Format Laporan Program Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

 
Pada pasal 40, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan media yang dimaksud 

antara lain : papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi 

lainnya. 

 

2.6 Definisi APBDes 
 

 

APBDes kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang 

mencerminkan berbagai kegiatan pemerintaha dan pelaksanaan pembang 

 
unan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam PERMENDAGRI 

Nomor 113 tahun 2014 BAB IV Pasal 8[1], mengatur bahwa APBDes 

merupakan rencana keuangn tahapan pemerintahan desa, yang terdiri 

dari: 
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2.6.1 Pengertian Pendapatan Desa 
 

Pendapatan Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI 

Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 9[1], menjelaskan bahwa 

pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 

yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Dan menjelaskan bahwa pendapatan desa 

terdiri atas : 

 
Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam 

 

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 9[1], terdiri atas jenis : 

 

1) Hasil Usaha, terdiri dari BUMDES atau Badan usaha milik desa dan tanah 

kas desa 

 
2) Hasil aser, terdiri dari tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian 

umum, dan jaringan irigasi. 

 
3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan 

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, 

atau barang yang dinilai dengan uang . 
 

4) Lain-lain pendapatan asli desa, terdiri atas hasil pemungutan desa lainnya. 
 
 

2.6.2 Definisi Klarifikasi Dana Transfer 
 

Kelompok transfer sebagimana dimaksud dalam 

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 10[1], terdiri 

atas jenis : 
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1) DD atau Dana Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI 

Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1, adalah dana yang bersumber dari 

APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemeritahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kota dan retribusi daerah. 
 

3) ADD atau Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam 

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB I Pasal I[1], adalah dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD 

Kabupaten/Kota Setlah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 
 

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi. 
 

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. 
 
 

2.6.3 Definisi Belanja Desa 
 

Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDGARI Nomor 
 

113 Tahun 2014 BAB IV Pasal 12[1], menjelaskan bahwa belanja desa 

meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban 

desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh desa. 

 
Berdasarkan Klarifikasi kelompoknya, belanja desa dibagi menjadi 5, 

diantaranya: 

 
a. Penyelenggaraan pemerintah Desa, yaitu pengeluaran keuangan yang 

dilakukan oleh desa untuk melaksanakan kegiatan operasional desa. 

Contohnya kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, serta 
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kegiatan operasional kantor, dan lain sebagainya. 

 

b. Pelaksanaan pembangunan desa, yaitu pengeluaran keuangan yang 

dilakukan oleh desa untuk melaksanakan segala jenis program dalam 

pembangunan desa. 

 
Contohnya : kegiatan pembangunan jembatan lingkungan/raabat beton, 

pavingisasi, pengaspalan, dan lain sebbagainya. 

 
c. Pembinaan kemasyarakatan desa, yaitu pengeluaran keuangan yang 

dilakukan oleh desa untuk melaksanakan program pembinaan masyarakat 

desa. Contohnya : kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 

lingkungan, dan lain sebagainya. 

 
d. Pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pengeluaran keuangan yang 

dilakukan oleh desa untuk melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat desa. 

 
Contohnya : kegiatan pelatihan kelompok tani, pelatihan menjahit, pelatihan 

tata rias, pelatihan montir sepeda motor, dan lain sebagainnya. 

 
e. Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa 

selain kelompok belanja diatas. 

 
2.6.4 Definisi Pembiayaan Desa 

 
Sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 

BAB IV Pasal 18[1], menjelaskan bahwa pembiayaan desa meliputi semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Berdasarkan klarifikasi kelompoknya, pembiayaan desa dibagi menjadi 

2, diantaranya : 

 
a. Penerimaan pembayaran, yaitu segala jenis pembiayaan yang diterima oleh 

desa, Seperti halnya SiLPA tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan, 

dan hasil penjualan desa yang dipisahkan. 

 
b. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu segala jenis pembiayaan yang dikeluarkan 

oleh desa, Seperti halnya : pembentukan dana cadangan, dan penyertaan 

modal desa. 

 

2.7 .Penelitian Terdahulu 
 

Pada penelitian ini mengacu pada sistematik penulisan dalam beberapa 

jurnal penelitian terdahulu untuk membuat hasil laporan penelitian, berikut 

beberapa jurnal penelitian terdahulu : 
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NO  JUDUL  VARIABEL METODE  HASIL  

      PENELITIAN     
        

1. Analisis PerencanaanAnalisis Penelitian Adanya  ketida 

 Pengelolaan Keuangan Perencanaan deskriptif ksesuaian   

 Desa Sesuai Dengan Pengelolaan  perencanaan  

 Peraturan  Menteri Dalam Keuangan  pengelolaan  

 Negeri Nomor 113  Tahun Desa ( X )  keuangan di desa

 2014 Di Desa Kauneran  I Permendagri  kauneran I, dengan

 Kecamatan  SonderNomor113  perencanaan  

 Kabupaten Minahasa, Tahun 2014  pengelolaan  

 Jurnal Riset Going Concern ( Y )  keuangan  desa,

 12   (2),   2017,   266-275.   ketidaksesuaianini 

 (Walukow, Mewwi I., dkk )   terjadi di tahap akhir 

 (2017)      yaitu tahap evaluasi. 

       Dimana rancangan 

       Anggaran Pendapatan 

       dan Belanjs Desa

       yang  harusnya 

       dievaluasi  paling

       lama 20 ( dua puluh) 

       hari kerja sejak
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diterimanya 
 

rancangan peraturan 
 

desa tersebut oleh 
 

bupati/walikota dan 
 

harus ditindaklanjuti 
 

oleh kepala desa atau 
 

biasa disebut dengan 
 

hukum Tua Desa 
 

Kauneran I, tapi itu 
 

tidak sama sekali 
 

dilakukan, hal ini 
 

terjadi dikarenakan 
 

pengetahuan dan 
 

bimbingan langsung 
 

tentang Permendagri 
 

nomor 113 Tahun 
 

2014 di Desa 
 

Kauneran I.  
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2. Analisis PengelolaanPengelolaan Penelitian Penyebab pemerintah 

  Keuangan  Desa Keuangan kualitatif Desa Adow tidak

  Berdasarkan Permendagri Desa ( X ) dengan menggunakan  

  No.113 Tahun 2014 ( Studi Permendagri melakukan Permendagri No 113 

  Kasus   Di Desa Adow Nomor 113 studi kasus. Tahun 2014 sebagai 

  Kecamatan PinolosianTahun 2014 acuan   dalam

  Tengan Kabupaten Bolaang (Y)   mengelola keuangan 

  Mongondow Selatan )    desa yaitu kurang

  ( Jeacklin  Valenia   pahamnya SDM yang 

  Mamuaya 1      meliputi pemerintah 

  Harijanto Sabijono 2     desa dan masyarakat 

  Hendrik Gamaliel 3 2017 )    mengenai peraturan- 

         peraturan yang ada, 

         sehingga   

         menyebabkan  

         mekanisme  

         pengelolaan  

         keuangan di Desa

         adow tidak berjalan 

         sebagaimana  

         mestinya.   

          
      Pengelolaan penelitian Pelaksanaan  
 3. Analisis Pengelolaan Keuangan deskriptif. keuangan secara      

  Keuangan Desa  Desa ( X )  keseluruhan di Desa        

  Berdasarkan Permendgari Permendagri  Brumbungan Kidul        

  No 113 Tahun 2014 (Studi Nomor 113 sudah baik. Namun,        

  Kasus Pada Desa  Tahun 2014 pada tahap  
        

  Brumbungan Kidul  (Y)   perencanaan dan         

  Kecamatan Maron     pertanggungjawaban          

  Kabupaten Probolinggo)    Terjadi    
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 (JURNAL FAKULTAS)    ketidaksesuaian. 

 (Amirullah, M.     Terjadi keterlamatan 

 Adam) (2016)     dalam penyusunan 

      Peraturan Desa dan 

      pengelolaan  

      keuangan desa tidak 

      diinformasikan 

      kepada seluruh 

      Masyarakat Desa 

      Brumbungan Kidul. 

      Kurangnya  

      pengetahuan dari 

      pemerintah desa 

      menjadi faktor 

      penghambat dalam 

      pengelolaan  

      keuangan desa 
       

4. Akuntabilitas PengelolaanAkuntabilitas Penelitian Pengelolaan Dana

 Dana Desa Di Desa Sridadi Pengelolaan Kualitatif Desa   Tahun 2016 

 Kecamatan Rembang Dana Desa  oleh pemerintah Desa 

 Kabupaten Rembang Tahun (X) Di Desa  Sridadi kurang

 2016 ( Linda Widowati, R. Sridadi   akuntabel. Hal

 Slamet Santoso ) Kecamatan  tersebut karena 

   Rembang   kedisiplinan kinerja

   Kabupaten  prosedur,  

   Rembang ( Y)  pelaksanaan tugas,

      wewenang,  

      tanggungjawab   dan 

      perilaku normal,

      pelaporan serta

      pertanggungjawaban 
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        kepada   bupati   dan 

        masyarakat dalam 

        pengelolaan Dana

        Desa belum dapat

        dilakukan  secara

        akuntabel oleh kepala 

        desa dan perangkat 

        Desa Sridadi  
        

5. Penerapan PeraturanPenerapan  Penelitian Pelaksanaan  

 Menteri Keuangan Dalam Peraturan  deskriptif keuangan  seluruh 

 Negeri Nomor 113 Tahun Menteri   desa di Kecamatan

 2014  Tentang  Pengelolaan Dalam Negeri  Tapaktuah  sudah 

 Keuangan Desa ( Studi Pada Nomor 113 sesuai dengan yang 

 Desa Di Kecamatan Tahun 2014  tertuang  dalam

 Tapaktua  Kabupaten  Aceh ( X)   Permendagri No.113 

 Selatan, Jurnal Ilmiah Pengelolaan  Tahun 2014 dimana 

 Mahasiswa Ekonomi Keuangan   penerimaan dan

 Akuntansi ( JIMEKA ) Vol. Desa ( Y)   pengeluaran  

 2 No. 3, (2017), Halaman    dilakukan  melalui

 121-132  (  Ridha  Amalia    rekening kas desa dan 

 Nadirsyah). (2017)     seluruh pemerintahan 

        desa di Kecamatan

        Tapaktuah  tidak

        pernah melakukan 

        pungutan lain sebagai 

        penerimaan desa

        kepada masyarakat. 
            

 

 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 



 

 

 
BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
 

 

Lokasi penelitian ini bertempat pada Balaidesa Bandasari yang beralamat 

dijalan Cokroyudan, Bandasari, Kec. Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengan 52192. 

 
3.2 Waktu Penelitian 
 

 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan , terhitung dari tanggal 20 Februari 

sampai dengan 20 April 2021. 

 

3.3 Jenis Data dan Sumber data 
 

 

3.3.1 Jenis data 
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
 
 

1. Data Kualitatif 
 

Data Kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)[11] yaitu data dalam 

bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya 

menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti sejarah Balaidesa Bandasari, struktur 

organisasi balaidesa, data dokumentasi dari hasil wawancara, 

observasi, studi pustaka dan dokumentasi. 
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2. Data Kuantitatif 
 

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)[11] yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari 

perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti perhitungan pengelolaan keuangan pada 

Balidesa Bandasari. 

 
3.3.2 Sumber Data 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
 

1. Data Primer 
 

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)[11] adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara dan 

observasi langsung kepada bagian Bendahara untuk data pengelolaan 

keuangan dan penerapannya pada Balaidesa Bandasari. 

 
2. Data Sekunder 

 
Data Sekunder menurut Suliyanto ( 2005:132)[11] adalah data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti catatan atau 

dokumentasi Balaidesa, Peraturan tentang tata kelola keuangan 

dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem keuangan Desa). 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 
 

 

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah 

sebagai berikut : 

 
1. Observasi 

 
Observasi menurut Sugiyono (2012:145)[12] yaitu teknik pengumpulan 

data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada 

instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

penyusunan tugas akhir. 

 
2. Wawancara 

 
Wawancara menurut Suliyanto (2005:137)[11] yaitu teknik 

pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan 

responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini. 

 
3. Studi Dokumentasi 

 
Studi Dokumentasi menurut Sugiyono (2012:291)[12] merupakan 

catatan tertulis mengenal berbagai kegiatan atau peristiwa pvda waktu 

lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian. Hal ini dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir. 
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3.5 Metode Analisis Data 
 

 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan Metode 

Komparatif Yaitu Membandingkan Proses Pengelolaan Keuangan 

Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

kabupaten tegal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses pengelolaannya. 

 
Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 

komporatif digunakan untuk mengidentifikasi penyebab tidak 

sesuainya pengelolaan keuangan desa dalam Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

laporan keuangan pada pemerintahana desa Bandasari Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal terhadap PERMENDAGRI NO 113 

TAHUN 2014. 



 

 

 
 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 

4.1 Hasil Analisis 
 
 

4.1.1 Tahap Perencanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

Tahap Perencanaan Keuangan Dea merupakan tahap pertama 

dalam proses pengelolaan keuangan desa, dimana Sekretaris desa 

menyusun peraturan desa untuk mengatur APBDes. Pada 

pemerintahan desa Bandasari, tahap pembuatan rancangan peraturan 

desa dimulai dengan pengumpulan segala gagasan disetiap lingkungan 

RT maupun RW. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan keuangan desa cukup tinggi. Dimana dalam musyawarah 

yang diadakan oleh desa yaitu berupa musyawarah desa dalam rangka 

penyusunan RKPDes, dan penyamapain RAPBDes. sampai saat ini 

partisipasi masyarakat sangat baik. Dengan demikian, masyarakat 

lebih berperan aktif dalam proses pembentukan keuangan desa dan 

segala program yang dicadangkan oleh desa sesuai dengan kebutuhan 

desa berdasarkan usul dari masyarakat dengan banyak bahan 

pertimbangan. 

 
Pada perencanaan keuangan desa Bandasari terjadi 

ketidaksesuian berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 

pasal 20 ayat 4 yang mengatur bahwa Raperdes tentang APBDes  
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Disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.Pada 

desa Bandasari, terjadi keterlambatan dalam proses tentang APBDes 

yang dapat dilakukan bulan November tahun berjalan. Dikarenakan 

ada keterlambatan penyampaian Bupati/Camat yang mengakibatkan 

Raperdes baru disepakati bulan desember. 

 
4.1..2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 

 
Dukuhturi Kabupaten Tegal 

 
Tahap pelaksanaan keuangan desa merupakan tahap dalam 

pengelolaan keuangan desa. Didalamnya terdapat beberapa prinsip 

umum yang harus dilaksanakan oleh desa yang mencakup penerimaan 

dan pengeluaran desa. Prinsip itu diantarannya bahwa seluruh 

penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa. 

Pemerintahan Desa Bandasari, dalam pelaksanaanya bendahara bisa 

menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah 

uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan 

Bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah, serta ditandatangani oleh kepala desa 

dan bendahara desa. 

 
Dari hasil analisis pada tahap pelaksanaan di desa Bandasari 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, menunjukan adanya 

ketidaksesuian pada tahap pelaksanaan PERMENDGRI Nomor 113 

Tahun 2014 pasal 26 ayat 3, telah mengatur bahwa penggunaan biaya 

tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rancangan Anggaran 
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Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Kepala Desa. Akan tetapi, pada 

desa Bandasari tidak menganggarkan untuk penggunaan dana tak 

terduga. Karena belum pernah ada pengeluaran selain Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB) selain di Rancangan APBDes, seharusnya ada 

penganggaran untuk biaya tak terduga, karena bisa saja terjadi 

ketidaksesuaian jumlah dalam pengelolaan segala program desa 

sehingga bisa dikatakan bahwa desa bandasari sangat tertib dan disiplin 

anggaran sebagaimana yang tertuang dalam keempat asas pengelolaan 

keuangan pemerintahan seperti halnya pemerintahan desa. 

 
4.1.3 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 

 
Dukuturi Kabupaten Tegal 

 
Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang 

khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Pada pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, bendahara desa 

wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada pada 

desa tersebut baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara 

desa harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas 

transaksi-transaksi yang terjadi. 

 
Dari hasil analisis penatausahaan keuangan desa pada 

pemerintahan desa bandasari, menunjukan adanya ketidaksesuaian 

pada tahap penatausahaan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 

Pasal 35 ayat 1 tentang Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, 

tetapi didesa bandasari terjadi ketidaksesuian dikarenakan bendahara 

desa belum bisa atau belum menguasai segala pencatatan yang
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seharusnya dilakukan oleh bendahara tetapi dilakukan oleh sekdes. Hal 

itu terjadi karna bendahara masih belajar untuk perihal apa saja yang 

harus dikerjakan oleh bendahara. 

 
4.1.4 Tahap Pelaporan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 

 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

Pelaporan Keuangan desa secara teknis telah diatur oleh 

pemerintah dalam PERMENDGARI Nomor 113 Tahun 2014 pada 

pasal 37 yang menerangkan bahwa kepala desa harus menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa 

laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pada 

pemerintahan Desa Bandasari, dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

wewenangnya, kepala desa dibantu oleh seluruh jajaran pemerintahan 

desa maupun masyarakat desa. Sehingga pelaporan keuangan dapat 

berjalan dengan lancar. 

 
Dari hasil analisis pelaporan keuangan desa pada pemerintahan 

desa bandasari, menunjukan adanya ketidaksesuaian pada tahap 

pelaporan keuangan desa, pada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 

2014 pasal 37 ayat 4, telah mengatur bahwa laporan semester akhir 

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Akan tetapi pada 

pemerintahan Desa Bandasari dalam menyampaikan laporan semester 

akhir tahun atau semester dua dilaporkan 3 bulan setelah tahun 

anggaran terselesaikan yaitu pada bulan Maret tahun berikutnya. 
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Dikarenakan pemerintahan Desa Bandasari menjalankan apa yang 

telah menjadi kebijakan dari DISPERMADES setempat yang 

merencanakan agar laporan semester akhir dilaporkan paling lambat 

bulan maret. Maka dari itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah baik kabupaten/kota dapat menerapkan apa yang seharusnya 

diterapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Sehingga pemerintah 

desa/kelurahan tidak mengalami kendala atau maslah dalam 

mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

 
4,.1.5 Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari 

 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
 

Pada tahap pertanggungjawaban bendahara wajib melaporkan 

penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

kepada Kepala Desa secara rinci dan harus sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pada Pemerintahan Desa Bandasari, Laporan Realisasi 

APBDes dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa bukan hanya 

dari laporan kepada pemerintah maupun bukti fisik yang adaa atas 

segala realisasi program desa, akan tetapi harus dapat diinformasikan 

kepada seluruh lapisan masyarakat desa. 

 
Dari hasil analisis pertanggungjawaban keuangan pada 

Pemerintah Desa Bandasari, dapat dijelaskan bahwa tahap 



 

 

38 
 
 

 

pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah melaksanakan 

tugas-tugas terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban keuangan 

desa dengan baik, dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 

Pasal 38. Dan informasi terkait dengan keuangan desa dapat 

tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan papan 

informasi meskipun tidak ada radio komunitas . 

 
Dalam pembahasan diatas terdapat lima tahap analisis yang terdiri 

dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, 

Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban di Desa Bandasari 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Masing-masing tahap 

tersebut mempunyai kriteria yang sesuai atau tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun2014 antara lain : 

 
1. Tahap Perencanaan terdapat 5 (lima ) point, 4 sesuai PERMENDAGRI No 

113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai. 

 
2. Tahap Pelaksanaan terdapat 7 (tujuh) point, 6 sesuai PERMENDAGRI No 

113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai. 

 
3. Tahap Penataushaan terdapat 4 (empat) point, 3 sesuai PERMENDAGRI 

No 113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai. 

 
4. Tahap Pelaporan terdapat 4 (empat) point, 3 sesuai PERMENDAGRI No 

113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai. 
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5. Tahap Pertanggungjawaban terdapat 5 (lima ) point, 5 sesuai 

PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014. 

 
Dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa Bandasari terdapat 

tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 

2014 dengan jumlah seluruh 25 (dua puluh lima) point, terdapat 21 (dua 

puluh satu) point sesuai dan 4 (empat) point tidak sesuai , maka dinyatakan 

bahwa Desa Bandasari sudha baik karena sudah sesuai dengan 

PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014. 

 

4.2 Pembahasan 
 

 

Penelitian ini memperoleh hasil analisis Pengelolaan Keuangan 

Desa bahwa Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal Menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan 

juga undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai acuan 

dalam mengatur pemerintahan desa, baik yang menyangkut dengan 

perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam BAB VII Pasal 71 

Sampai Pasal 75 yang mengatur tentang keuangan desa meskipun ada 

beberapa faktor penyebab ketidaksesuian didalamnya. 

 
Meskipun pada saat ini Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah menggunakan Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES) dengan berpedoman pada PERMENDAGRI No. 

113 Tahun 2014 sebagai acuan dan dalam pengelolaan keuangan desa, 

dan juga peraturan-peraturan lainnya sebagaimana desa harus 

menggunakan peraturan-peraturan yang ada dalam pengelolan desa, 

akan tetapi 
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diharapkan Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal dapat menerapkannya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan sebaik mungkin. Bahkan Pemerintahan Desa Bandasari 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal juga harus sering mengikuti 

pelatihan maupun bimbingan teknis yang diadakan pemerintahan pusat 

seperti halnya pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten dan lain 

sebagainnya. Agar nantinya SDM pada pemerintahan Desa Bandasari 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal lebih memahami dan mengetahui 

tujuan pentingnya peraturan-peraturan tersebut dibuat. 

 
Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun 

berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahu sebelumnya dengan 

perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber 

pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari 

pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak 

ketiga. 

 
Adapun pendapatan desa tahun 2020 Rp 1.442.469.306 ( satu milyar 

empat ratus empat puluh dua ribu juta empat ratus enam puluh sembilan 

ribu tiga ratus enam ) yang berasal dari sumber penerimaan desa terbagi 

dalam 6 (enam) yakni sebagaimana dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.2 Sumber Penerimaan Desa 
 
 

Sumber Penerimaan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Desa (dalam Rp) (dalam Rp) (dalam Rp) 
    

PAD 4.500.000 2.500.000 2.500.000 
    

PBH 35.408.850 38.101.680 77.455.450 
    

ADD 410.930.982 426.247.405 433.076.858 
    

DDS 809.349.014 950.207.000 937.748.000 
    

PBP 55.000.000 55.000.000 5.000.000 
    

PBK 30.000.000 30.000.000 0 
    

 

 

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2020 adalah 

Rp 1.442.469.306 (satu milyar empat ratus empat puluh dua ribu juta 

empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam ) yang nantinya 

akan diwajibkan dalam Rencana Anggaran Belanja ( RAB) dan Rencana 

Anggaran Kegiatan ( RAK) yang menjadi dasar APBDes tahun 2020. 

Pada intinya bahwa RKPDes ( Rencana Kerja Pemerintah Desa ) ini 

menggunkana semua potensi pendapatan yang masuk ke desa baik 

melalui rekening desa ataupun tidak melalui rekening desa. 

 
Belanja desa semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayaran kembali oleh desa belanja desa sesuai dengan 

PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014 terdiri atas kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pelaksanaan pembangunan 

desa, pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga, pada prinsipnya 
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penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) harus berumbang antara 

pendapatan dengan belanja desa sehingga jumlah tidak ada selisih. Pola 

pembelanjaan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) ini akan 

dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes sehingga jumlah yang ada 

dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan yang masuk 

APBDes sama. 

 
4.2.1 Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 

 
Dukuhturi Kabupaten Tegal 

 
Tabel Analisis Perencanaan Keuangan desa Bandasari 

 

NO PERMENDAGRI NO. 113     

 Tahun 2014 Hasil Penelitian Ket 
      

1. Sekteratis Desa   menyusunPenyusunan RAPDesSesuai 

 Rancangan Peraturan  Desa Dilaksanakan setelah   RKPDes 

 tentang APBDes berdasarkan tahun berjalan disusun  

 RKPDes tahun berkenaan     
     

2. Sekretaris Desa Penyampaian rancangansesuai 

 menyampaikan Rancangan peraturan  desa  tentang  APBDes  

 Peraturan Desa tentang disampaikan kepada kepala desa  

 APBDes kepada kepala desa.     
      

3. Rancangan Peraturan Desa Kepala desa menyampaikansesuai 

 tentang APBDes RAPBDes kepada  BPD  untuk 

 disampaikan oleh Kepala dibahas dan disepakati bersama  

 desa kepada Badan     

 Permusyawaratan Desa     

 untuk dibahas dan disepakati     

 bersama.      
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4. Rancangan Peraturan Desa Rancangan peraturan desaTidak sesuai 

 tentang APBDes disepakati disepakati maksimal sampai (Seharusnya 

 bersama paling lambat bulan bulan desember  rancangan 

 Oktober tahun berjalan.    peraturan 

     desa tentang 

     APBDes 

     dipersiapkan 

     sebelum 

     bulan 

     oktober) 
    

5. Rancangan Perturan Desa Setelah disepakatinya RAPBDes sesuai 

 tentang APBDes yang telah oleh kepala desa dan BPD maka  

 disepakati bersama disampaikan kepada bupati 

 disampaikan oleh Kepala melalui  camat  paling  lambat  3  

 Desa kepada Bupati/ hari    

 Walikota melalui camat atau     

 sebutan lain paling lambat 3     

 (tiga) hari sejak disepakati     

 untuk dievaluasi     
      

Sumber : Data Hasil Olahan 2020 
 

4.2.2 Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 
 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

Tabel Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari 
 

NO PERMENDAGRI No.     

 113 Tahun 2014 Hasil Penelitian Ket 
      

1. Semua penerimaan dan Penerimaan Dan pengeluaran sesuai 

 pengeluaran desa dalam anggaran Untuk pelaksanaan  

 rangka pelaksanaan kewenangan desa harus melalui  

 kewenangan desa rekening kas desa   
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 dilaksanakan melalui           

 rekening kas desa.            
          

2. Semua penerimaan dan Setiap   penerimaan dan sesuai 

 pengeluaran desa harus pengeluaran dana  harus 

 didukung oleh bukti yang dibuktikan dengan nota atau  

 lengkap dan sah.   kuintansi.       
         

3. Pemerintah desa dilarang Diluar Pungutan yang telah sesuai 

 Melakukan pemungutan ditetapkan peraturan desa   , 

 sebagai penerimaan desapemerintah Desa tidak boleh 

 selain yang ditetapkan mengadakan pungutan lainnya.  

 dalam peraturan desa.          
           

4. Bendahara   dapat Bendahara  desa  dapatsesuai 

 menyimpan uang  dalam menyimpan uang maksimal 2juta  

 kas   desa pada jumlah rupiah   Untuk keperluan 

 tertentu dalam rangka operasional desa.     

 kebutuhan operasional          

 pemerintah desa.            
      

5. Pengeluaran desa yang Sebelum ditetapkannya APBDes sesuai 

 mengakibatkan  bebanpemerintah Desa tidak dapat 

 APBDes  tidak  dapat menarik dana untuk keperluan 

 dilakukan  sebelum operasional desa maupun lainnya  

 Rancangan Peraturan  Dea         

 tentang  APBDes          

 ditetapkan  menjadi         

 Peraturan Desa.            
      

6. Penggunaan biaya tak Karna  biaya  tak  terduga  tidak Tidak sesuai 

 terduga terlebih dahulu dapat Diprediksi maka dalam (Desa 

 harus dibuat Rinciananggaran Biaya tidak terdapat bandasari 

 Anggaran Biaya yang telah rinciannya.      harus 

 disahkan oleh Kepala         membuat 

 Desa.             rincian   biaya 
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      tak terduga 

      sebagai  

      cadangan) 
       

7. Bendahar Desa sebagai Segala transaksi bendahara desa sesuai  

 wajib pungut pajak waib memungut potongan untuk   

 penghasilan   (PPh) dan disetorkan pajak.   

 pajak lainnya, wajib   

 menyetorkan seluruh   

 penerimaan potongan dan    

 pajak yang dipungutny ke    

 rekening kas negara sesuai    

 dengan  ketentuan   

 peraturan perundang-    

 Undangan      
     

Sumber : Data Hasil Olahan 2020    
 

4.2.3 Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 
 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

Tabel Analisis Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari 
 

NO. PERMENDAGRI No. 113       

 Tahun 2014   Balai Desa  Ket  
       

1. Penatausahaan dilakukan Didesa bandasari yang Tidak sesuai 

 oleh bendahara.   melakukan penatusahaan (Bendahara desa 

     dilakukan oleh sekdes bandasari belum 

         mampu untuk

         melaksanakan 

         tugasnya, yang 

         alhasil dilakukan 

         oleh sekdes) 
         

2. Bendahara desa wajib Setiap penerimaan dan sesuai  

 melakukan pencataan setiap pengeluaran bendahara  
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 penerimaan dan pengeluaran melakukan pencatatan 

 serta melakukan tutup buku tutup buku akhir bulan 

 setiap akhir bulan secara secara tertib.    

 tertib.          
        

3. Bendahara desa  wajib Bendahara melaporkansesuai 

 mempertanggungjawabkan Pertanggungjawaban  

 uang melalui laporankeuangan dalam bentuk  

 pertanggungjawaban dalam kas umum, buku 

 bentuk kas umum, buku pembantu pajak dan lain-  

 pembantu pajak dan buku lain.     

 bank.          
        

4. Laporan    Kepala  desa mengetahuisesuai 

 pertanggungjawaban  transaksi  yang 

 dilaporkan setiap  bulan dilaksanakan  selama 

 kepada kepala   desa dan bulan berjalan.   

 paling lambat tanggal 10      

 bulan berikutnya.        
       

Sumber : Data Hasil Olahan 2020      
 

4.2.4 Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan 
 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

Tabel Analisis Pelaporan Keuangan Desa Bandasari 
 

NO. PERMENDAGRI No. 113    

  Tahun 2014 Balai Desa  Ket 
     

1. Kepala Desa  menyampaikanSetaip akhir tahun kepala desa sesuai 

 laporan realisasi pelaksanaan melaporkan realisasi 

 APBDes kepada pelaksanaan APBDes kepada  

 Bupati/Walikota. Bupati.   
     

2. Waktu pelaporan    semesterPelaporan akhir semester paling sesuai 

 pertama paling lambat  pada lambat    bulan    juli tahun 

 akhir bulan juli tahun berjalan. berjalan.   
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3. Laporan semester akhir tahun Laporan  akhir  semester  tahun sesuai 

 sebagaimana dimaksud dilaporkan sesuai realisasi 

 berupa laporan setelah adanya kegiatan.    

 realisasi kegiatan.      
       

4. Waktu  penyampaian laporan Penyampaian laporan didesaTidak 

 semester  akhir tahun paling lebih dari bulan januari tahun sesuai 

 lambat  akhir bulan januari berikutnya.    

 tahun berikutnya.      
      

Sumber : Data Hasil Olahan 2020     
 

4.2.5 Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari 
 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

Tabel Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari 
 

NO. PERMENDAGRI No. 113     

 Tahun 2014  Balai Desa Ket 
        

1. Kepala   DesaKepala desa    menyampaiakansesuai 

 menyampaikan Laporan laporan realisasi pelaksanaan 

 Realisasi  Pelaksanaan APBDes kepada bupati   setiap 

 APBDes kepada Bupati tahun anggaran.   

 setiap tahun anggaran.     
         

2. Laporan   RealisasiLaporan realisasi pelaksanaansesuai 

 Pelaksanaan  APBDes APBDes terdiri dari pendapatan ,  

 terdiri   dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.  

 belanja dan pembiayaan.     
       

3. Peraturan Desa tentangLaporan pertanggungjawabansesuai 

 Laporan    realisasi pelaksanaan   APBDes 

 Pertanggungjawaban dilampiri format laporan kekayaan  

 Realisasi  Pelaksanaan desa.    

 APBDes dilampiri dengan     

 format   Laporan     

 Pertanggungjawaban     
         



 

 

48 
 
 
 

 Realiasi  Pelaksanaan    

 APBDes, dan  format    

 Laporan  Kekayan Milik     

 Desa per 31 Desember     

 tahun anggaran berkenaan.     
       

4. Laporan  Realisasi   danLaporan pertanggungjawabansesuai 

 Laporan     pelaksanaan  APBDes 

 Pertanggungjawaban Diinformasikan melalui 

 Pelaksanaan APBDes pemasangan banner atau spanduk  

 diinformasikan  kepadadi depan Balaidesa Bandasari.  

 mayarakat secara tertulis     

 dengan media informasi     

 yang mudah diakses oleh     

 masyarakat.       
      

5. Media informasi anataraMedia informasi yang terdapat di sesuai 

 lain papan  pengumuman, depan Balaidesa Bandasari berupa  

 radio komunitas dan media papan pengumuman.   

 informasi lainnya.      
      

Sumber : Data Hasil Olahan 2020     



 

 

 
 
 
 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 
1. Perencanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 

Tahun 2014 pada bagian Rancangan Peraturan desa tentangAPBDes 

disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. 

2. Pelaksanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 

Tahun 2014 pada bagian biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat 

rincian biaya yang disahkan kepala desa. 

3. Penatausahaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI 

Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian penatausahaan yang dilakukan oleh 

Bendahara. 

 
4. Pelaporan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 

Tahun 2014 pada waktu penyampaian laporan semester akhir tahun paling 

lambat akhir bulan januari berikutnya. 

5. Pertanggungjawabann keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 

 
49 



 

 

 
50 

 

 

Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa 

telah nelaksanakan tugas-tugas dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan 

baik meskipun terdapat ketidaksesuian di perencanaan,pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

 

 

5.2 Saran 
 

1. Perlu adanya pemahaman khusus untuk Sekretaris Desa mengenai tata 

kelolala keuangan desa agar benar-benar sesuai dengan PERMENDAGRI 

Nomor 113 Tahun 2014, sehingga masing-masing pemerintah desa paham 

dengan tugas pokok dan fungsinya secara personal maupun kelompok. 

 
2. Perlu adanya pembelajaran untuk bendahara agar mampu menguasai 

segala aktifitas pengelolaan keuangan yang ada Desa Bandasari 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

 
3. Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Tegal seharusnya memegang 

teguh peraturan dan undang-undang yang berlaku dan dapat 

menerapkannya. 

 
4. Sebaiknya perlu dilakukan pengarahan bertahap oleh pemerintah Desa 

sehingga diharapkan tidak terjadi lagi ketidaksesuaian pada elemen-

elemen tertentu dalam pengelolaan keuangan desa. 

 
5. Sebaiknya dilakukan pengevaluasian tentang pedoman dalam membuat 

laporan keuangan desa serta APBDes yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa setempat agar tidak terjadi lagi ketidaksesuaian dalam proses 
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Pengelolaan Keuangan desa dengan berpedoman pada peraturan dan 

undang-undang yang berlaku. 

 
6. Perlu adanya pematuhan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 

2014 serta ketetapan waktu dalam pengelolaan keuangan desa. 

 
7. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya juga melakukan analisis dan 

menelah jumlah nominal yang terjadi di pemerintahanan desa lainnya 
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LAMPIRAN 
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Wawancara mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa 

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

 
1. Perencanaan 

 
a. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes? 

 
b. Setelah disusun, Raperdes tersebut kemudian diserahkan kepada siapa? 

 
c. 1) Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa? 

 
2) Kapan penyerahan itu 

dilakukan? d. Hasil Raperdes : 

 
1) Apa pernah Camat atau Bupati menyatakan hasil Raperdes tentang APBDes di 

desa ini tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan? 

 
2) Apakah Bapak/Ibu akan memberhentikan pelaksanaan peraturan desa yang 

dimaksud? 

 
3) Kapan Bapak/ Ibu memberhentikan/mencabut peraturan desa yang dimaksud? 

 
 

2. Pelaksanaan 
 
 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening siapa? 
 
 

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apa ada dilengkapi dengan bukti sah? 
 
 

2) Apakah pemungutan ini ditetapkan dalam peraturan desa? 
 
 

d. 1) Di desa ini apakah pernah dilakukan penggunaan biaya tak terduga? 
 
 

2) Biaya tak terduga tersebut digunakan untuk apa? 
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3) Apakah dibuatkan RAB nya? 
 
 

e. 1) Apakah Bapak/Ibu memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya? 
 
 

2) Apakah disetorkan ke kas negara? 
 
 

f. 1) Apa pernah dilakukan perubahan peraturan desa? 
 
 

2) Kenapa dilakukan perubahan peraturan tersebut? 
 
 

3) Berapa kali dilakukan perubahan dalam sehari? 
 

3. Penatausahaan 
 
 

a. 1) Apakah semua penerimaan/pengeluaran desa dicatat/dibukukan? 
 
 

2) Apakah Bapak/Ibu melakukan tutup buku setiap akhir bulan? 
 
 

b. 1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di desa ini menggunakan buku apa 

saja? 

 
4. Pelaporan 

 
 

a. Apakah Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban? 
 
 

b. Kapan Bapakl/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut? 
 
 

c. Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
 
 

kepada Bupati? 
 
 

5. Pertanggungjawaban 
 
 

a. Apakah Bapak/Ibu mempertanggungjawabkan realisasi APBDes kepada Bupati 

setiap akhir tahun anggaran? 
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b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes: 
 
 

1) Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

diinformasikan kepada masyarakat? 

 
2) Diinformasikan dalam bentuk apa? 
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA BANDASARI TAHUN 

ANGGARAN 2020 
 

Realisasi s.d 31/12/2020  
 
 

KODE REK 

 
1 

 
4. 

 

 
4.1.  
4.1.2. 

 
4.2.  
4.2.1. 

 
4.2.2. 

 
4.2.3. 

 
4.2.4. 

 
4.3.  
4.3.6. 

 
URAIAN 

 
2 

 
PENDAPATAN 

 
Pendapatan Asli Desa 

 
Hasil Aset Desa  

Pendapatan Transfer 

 
Dana Desa 

 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

 
Alokasi Dana Desa 

 
Bantuan Keuangan Provinsi  

Pendapatan Lain-lain 

 
ANGGARAN  

( Rp )  
3 

 
 

 
2.500.000,00 

 
 
1.442.469.308,00 
 
 
 
 
 

 
0,00 

 
REALISASI  

( Rp )  
4 

 
 

 
0,00 

 
 
1.398.528.458,00 

 
 
 
 
 

 
1.634.340,00 

 
LEBIH/(KURANG

)  
( Rp )  

5 
 
 

 
2.500.000,00 

 
 

43.940.850,00 
 
 
 
 
 

 
(1.634.340,00) 

 
4.3.7. 

 
Bunga Bank 

 
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah  

 
 
 
 

5. 

 
5.1.  
5.1.1. 

 
5.1.2. 

 
5.1.3. 

 
5.1.4. 

 
5.2.  
5.2.1. 

 
5.2.2. 

 
5.2.3. 

 
5.2.4. 

 
5.2.5. 

 
5.2.6. 

 
5.2.7. 

 
5.3.  
5.3.2. 

 
 

JUMLAH PENDAPATAN 
 
BELANJA 
 

Belanja Pegawai 

 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 

 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

 
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 
Tunjangan BPD  

Belanja Barang dan Jasa 

 
Belanja Barang Perlengkapan 

 
Belanja Jasa Honorarium 

 
Belanja Perjalanan Dinas 

 
Belanja Jasa Sewa 

 
Belanja Operasional Perkantoran 

 
Belanja Pemeliharaan 

 
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada  

Belanja Modal 

 
 
1.444.969.308,00 
 

 
312.313.804,00 

 
 
 
 
 

 
413.589.024,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
311.276.193,00 

 
 
1.400.162.798,00 
 

 
309.531.918,00 

 
 
 
 
 

 
362.586.945,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
289.977.250,00 

 
 
44.806.510,00 
 

 
2.781.886,00 

 
 
 
 
 

 
51.002.079,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.298.943,00 

 
5.3.3. 

 
5.3.4. 

 
5.3.5. 

 
5.3.6. 

 
5.3.7. 

 
5.3.8. 

 
Belanja Modal PengadaanPeralatan, Mesin dan Ala 

 
Belanja Modal Kendaraan 

 
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 

 
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 

 
Belanja Modal Jembatan 

 
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/ 
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5.3.9.  
 

5.4.  
5.4.1. 

 
 

 
 

Belanja Modal Jaringan/Instalasi    

Belanja Modal Lainnya 

   
Belanja Tidak Terduga 560.567.000,00 540.600.000,00 19.967.000,00

Belanja Tidak Terduga 

   
    

JUMLAH BELANJA 1.597.746.021,00 1.502.696.113,00 95.049.908,00
     

 
 
 
 
 
 

 

  ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG) 
KODE REK 

URAIAN    
 

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )   
     

1 2 3 4 5 
     
     

 SURPLUS / (DEFISIT) (152.776.713,00) (102.533.315,00) (50.243.398,00) 
     

6. PEMBIAYAAN    
 Penerimaan Pembiayaan 157.776.713,00 157.776.713,00 0,00 

6.1.     

6.1.1.     
 SILPA Tahun Sebelumnya    

 Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.     

6.2.1.     

6.2.2. 
PembentukanPenyertaanModalDanaDesaCadangan 

   
    

     

 PEMBIAYAAN NETTO 152.776.713,00 157.776.713,00 (5.000.000,00)
     
     

 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 55.243.398,00 (55.243.398,00) 
      
 
 
 
 
 
 
 

Bandasari, 17 June 2021 
 
 

Kades Bandasari 
 
 
 
 
 

Moh. Syihabudin, S.Ag. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
 
ADD 
 
APBD 
 
APBDes 
 
APBN 
 
ASP 
 
BKM 
 
BPD 
 
BUMDes 
 
DAK 
 
DD 
 
DISPERMADES 
 
KDRT 
 
LKMD 
 
LPPD 
 
 
 
MUSRENBANGDES 
 
PAD 
 
PADesa 
 
PDDB 
 
PDRB 
 
PERMENDAGRI 
 
PKK 
 
PPh 
 
RAB 
 
Raperdes 
 
RAK 
 
RKPDes 

 
 
: Alokasi Dana Desa 
 
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
 
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
 
: Akuntansi Sektor Publik 
 
: Badan Sektor Publik 
 
: Badan Permusyawaratan Desa 
 
: Badan Usaha Milik Desa 
 
: Dana Alokasi Khusus 
 
: Dana Desa 
 
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
 
: Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
: Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa 
 
: Laporan Pertaanggungawaban Penyelenggaraan 
 
Pemerintah Desa 

 
: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
 
: Pendapata Asli Daerah 
 
: Pendapatan Asli Desa 
 
: Produk Domestik Desa Bruto 
 
: Produk Domestik Regional Bruto 
 
: Peraturan Menteri Dalam Negeri 
 
: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
 
: Pajak Penghasilan 
 
: Rencana Anggaran Biaya 
 
: Rancangan Peraturan Desa 
 
: Rencana Anggaran Kegiatan 
 
: Rencana Kerja Pemerintah Desa 
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RPJMDes 
 
RT 
 
RW 
 
SDM 
 
SiLPA 
 
SISKEUDES 
 
SPP 
 
TA 

 
 
 
: Rencana Jangka Menengah Desa 
 
: Rukun Tetangga 
 
: Rukun Warga 
 
: Sumber Daya Manusia 
 
: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
 
: Sistem Keuangan Desa 
 
: Surat Permintaan Pembayaran 
 
: Tugas Akhir 
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